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BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan
efisien serta demi berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik,
diperlukan jaminan kepastian hukum atas peraturan-peraturan di daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk
penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah dilakukan
oleh pejabat penyidik;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi
Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan
terbaru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta
Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan
Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

vhwne

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah
Kabupaten Banyuwangi yang di beri wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
daerah.

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.



7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

8. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan
daerah.

9. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut vyustisi adalah operasi
penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh PPNSD secara terpadu
dan/atau dengan sistem peradilan ditempat.

10. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang
digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam
melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNSD Daerah yang berlaku
dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

11. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNSD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.
(2) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-
jawab kepada Kepala SKPD.
(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPNSD wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh
pengabdian, kesadaran, tanggungjawab dan berdasarkan prinsip-prinsip:
a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur,
berani, bijaksana dan bertanggung jawab;

b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan
keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;

C. oObyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam
melaksanakan tugasnya; dan

d. independensi, vyaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau
kepentingan pihak manapun.

(3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bersikap dan
berperilaku sesuai dengan kode etik;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik

POLRI.



Pasal 4

(1) PPNSD mempunyai wewenang sebagai berikut:

a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat
kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjunya melalui
penyidik  memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum,tersangka atau keluarganya ;

i. melakukan tindakan lain  menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan
penangkapan atau penahanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PPNSD yang telah memperoleh surat keputusan pengangkatan menjadi
PPNSD dari pejabat yang berwenang, berhak memperoleh tambahan
penghasilan diluar hak-haknya sebagai PNS.

(2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

b. menyerahkah hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. pemeriksaan tersangka;
2. pemasukan rumabh;
3. penyitaan barang;
4. pemeriksaan saksi;
5. pemeriksaan tempat kejadian.

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala SKPD
masing-masing.



